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Penelitian ini dilakukan dengan latar belakang bahwa dalam rangka 
mencapai tingkat kepuasan nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung 
Negeri Bestari memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan 
rasa aman kepada nasabah terutama dalam hal pelayanan penagihan hutang.  
Pelayanan tersebut dilakukan karyawan bidang penagihan hutang dengan 
membantu para nasabahnya dalam hal memberikan kemudahan kepada nasabah 
yang ingin membayarkan angsurannya dengan tidak susah payah datang ke Bank 
BPR tersebut, dengan cara karyawan Bank BPR datang kerumah-rumah 
nasabahnya. Disamping itu pihak Bank BPR juga memberikan kelonggaran 
kepada nasabah yang terlambat membayarkan angsurannya. Hal ini memunculkan 
performance baik dalam hal kolektabilitas hutang di BPR PNB dimana jumlah 
nasabah Bank BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru yang mengalami masalah 
pembiayaan pada periode 2014-2018 terjadi penurunan pada periode 2016 jumlah 
nasabah 1216 terjadi penurunan sebanyak 18,14%.   
Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Payung Negeri 
Bestari Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai. Adapun yang menjadi 
populasi adalah seluruh nasabah Bank Perkreditan Rakyat Payung Negeri Bestari 
Pekanbaru yang berjumlah 1.523 orang.Berdasarkan rumus slovin dengan nilai e 
= 5% maka sampel dari penelitian ini berjumlah 39 orang.  Teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara dan angket. 
Penelitian ini menemukan bahwa  pelayanan yang dilakukan PT. BPR 
Payung Negeri Bestari Pekanbaru yaitu dengan menerapkan beberapa hal, yaitu 
mengingatkan nasabah tanggal jatuh tempo pembayarannya, memberikan 
pengeritian secara persuasif kepada nasabah tentang kewajiban membayarkan 
angsurannya dan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang terjadi 
penunggakan pembayaran, Berdasarkan pandangan dan tanggapan responden 
dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responen cukup puas dengan kinerja 
bagian penagihan hutang di PT BPR PNB Pekanbaru. Dalam tinjauan Ekonomi 
Syariah menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan PT. BPR Payung Negeri 
Bestari dalam prakteknya diwujudkan oleh karyawan yang peduli dan membantu 
nasabah yang melakukan pembayran terhadap produk pembiayaan yang 
diambilnya. Hal ini merupakan bagian dari bentuk mewujudkan keadilan dalam 
pembiayaan yang sangat dianjurkan dalam bermuamalah.  Selain prinsip keadilan 
PT. BPR PNB menggunakan prinsip kekeluargaan dalam penanganan semua 
keluhan dalam semua kegiatan perbankan.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Berusaha merupakan suatu wujud dari pelaksanaan perintah Allah 
sebagaimana dalam dalam Al- Quran Surat At-Taubah ayat 105: 
 
Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-
orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. 
Dalam usaha tidak jarang pelaku usaha membutuhkan modal sehingga 
untuk berusaha dapat mendapatkan hasil yang optimal. Permodalan tersebut 
dalam kehidupan ekonomi dapat diperoleh dari lembaga keuangan. Lembaga 
keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern sebagai mediator 
antara kelompok masyarakat yang kelebihan dana dan kelompok masyarakat 
yang memerlukan dana. Keberadaan lembaga keuangan bank di Indonesia 
terdiri dari Bank Umum dan BPR. Bank Umum dan BPR dapat memilih 
untuk melaksanakan kegiatan usahanya atas dasar prinsip bank konvensional 
atau bank berdasarkan prinsip syariah.
1
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Keberadaan fungsi Perbankan tersebut tidak lepas dari kebutuhan 
masyarakat yang sangat membutuhkan pembiayaan dari lembaga keuangan 
bank pembiayaan kegiatan usaha yang disalurkan Bank kepada nasabah 
secara tepat dapat memberikan manfaat, dari sisi perbankan pembiayaan 
tersebut dapat dikembalikan dalam bentuk angsuran pinjaman secara lancar.  
Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber 
pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya 
pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada 
suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus 
ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan 
bermasalah atau lebih dikenal dengan Non Performing Financing (NPF). 
2
 
Non Performing Financing (NPF) sama halnya dengan Non 
Performing Loan (NPL) jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah 
salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF 
yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis 
perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah 
yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas 
(ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak 
bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang) . Karena sangat pentingnya 
rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Badan yang 
mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia 
akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah 






atau NPF tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tak 
menyentuh angka diatas 5% (Republika.co.id). Pihak OJK berharap 
perbankan syariah melakukan tindakah hati-hati dimana perbankan syariah 
harus mengerem pembiayaan yang beresiko tinggi.
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Pmbiayan atau kredit sebenarnya adalah suatu hal yang sama yang 
dilihat dari dua sudut pandangan yang berbeda. Keduanya merupakan 
kewajiban untuk membayar di masa datang, dan karena uang digunakan 
sedemikian luas sebagai suatu standar pembayaran tertunda maka hutang dan 
kredit biasanya merupakan kewajiban membayar sejumlah uang 
tertentu.
4
Apabila terjadi penunggakan dalam pembayaran pembiayaan oleh 




1. Investasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain:  
a. Melihat kondisi usaha  
b. Melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah  
c. Mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya  
2. Analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah  
a. Melakukan analisis penyebab timbulnya penyaluran dana bermasalah  
b. Melakukan analisis usaha  
c. Melakukan analisis yuridis  
d. Menilai kembali jaminan  
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3. Melakukan tindakan pembinaan  
a. Melakukan tindakan administratif berupa surat peringatan  
b. Melakukan kunjungan  
c. Melakukan pembinaan administrasi manajemen  
4. Restrukturisasi  
a. Rescheduling (Penjadwalan kembali), yaitu perubahan jadwal 
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.  
b. Reconditioning (Persyaratan kembali), yaitu perubahan sebagai atau 
seluruh persyaratan pembiayaan, piutang yang tidak terbatas pada 
perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan 
lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo 
pembiayaan dan piutang. Pembayaran, jangka waktu dan atau 
persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan 
maksimum saldo pembiayaan dan piutang.  
c. Restructuring (Penataan kembali), yaitu perubahan syarat-syarat kredit 
berupa penambahan dana bank dan/atau konversi seluruh atau sebagian 
tunggakan bunga menjadi pokok baru, dan/atau konversi seluruh atau 
sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang 
diserti dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.  
5. Monitoring atas pelaksaan pembiayaan  
a. On desk monitoring, yaitu memeriksa data-data nasabah atau debitur 




b. On site monitoring, yaitu memeriksa data-data nasabah dan datang 
langsung ketempat usahanya.  
6. Eksekusi jaminan  
a. Eksekusi secara suka rela (parate eksecutie)  
b. Eksekusi secara paksa 
Apabila kinerja bagian penagihan hutang ini tidak baik maka 
kemungkinan terjadinya kredit macet sangat potensial akan muncul. Kredit 
macet adalah suatu keadaan dimana debitur baik perorangan atau perusahaan 
tidak mampu membayar kredit bank tepat pada waktunya. Itu sebabnya bank 
senantiasa menjaga agar nilai kredit macetnya selalu berada pada angka yang 
rendah jika ingin terus beroperasi. Kredit macet ini bukan dinilai dari kinerja 
bank saja, namun terutama dari para debiturnya. Hal yang menjadi fokus 
utama kredit macet seringkali terjadi di kalangan para debitur. Hal ini dapat 
dihindari apabila debitur memiliki inisiatif untuk mengembalikan dana yang 
ada sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
6
 
Sebagai lembaga keuangan, perbankan terutama BPR beupaya 
memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan akan membuat citra 
positif bagi Bank. Pelayanan yang baik mendorong minat pelanggan untuk 
menggunakan kembali jasa tersebut sehingga tercipta loyalitas.Memberikan 
pelayanan terbaik untuk konsumen menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah 
prusahaan. Perusahaan yang berhasil memasarkan produk/jasanya kepada 
konsumen dengan pelayanan yang memuaskan mendapatkan brand yang baik 






dimata konsumen. Pelayanan yang dimaksud termasuk dari pelayanan sewaktu 
menawarkan produk/jasa, pelayanan ketika memberikan jasa, pelayanan atas 
resiko yang terjadi saat memberikan jasa dan pelayanan lain sebagainya.
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Masyarakat Indonesia bisa dikatakan begitu tergantung pada 
pedagang-pedagang kecil.Karena pada umumnya pedagang kecil ini 
memperjual belikan barang-barang kebutuhan lainnya. Maka pemerintah 
perlu memberdayakan pedagang pedang kecil agar meningkatkan kedudukan 
peran pedagang kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujud 
tatanan perekonomian yang sehat dan kukuh.
8
 
Kepuasan nasabah menjadi fokus perhatian hampir semua pihak, baik 
pemerintah, pelaku bisnis, konsumen dan sebagainya. Engel menyatakan 
bahwa kepuasan nasabah merupakan evaluasi purna beli dimana alternatif 
yang dipilih sekurang-kurangnya sama atau melampaui harapan pelanggan, 
sedangkan ketidak puasan timbul apabila hasil tidak memenuhi harapan, 
Kotler menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan 




Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang 
yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap 
pelayanan suatu produk dan harapan-harapannya. Dengan demikian kepuasan 
merupakan fungsi dari persepsi atau kesan atas pelayanan yang baik dan 
                                                             
7
Sofjan Assauri, Manajemen Pemasaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 
214 
8
 Khotibul Umam, Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangan di 
Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 103.   
9




harapan. Jika pelayanan berada dibawa harapan maka pelangan menjadi tidak 
puas. Sebaliknya, jika pelayanan melebihi harapan maka pelanggan akan 
merasa puas.Seorang nasabah akan memilih bank yang menurut mereka yang 
paling inovatif, paling aman dan paling menguntungkan. Dengan demikian 
mereka akan mudah berpindah dari bank yang satu ke bank yang lain. Dan 
apabila suatu perbankan menunjukkan pelayanan yang baik akan dapat 
menarik minat nasabah terhadap perbankan tersebut.
10
 
Dalam rangka untuk mencapai tingkat kepuasan nasabah terebut 
tersebut Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung Negeri Bestari harus 
memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah dan memberikan rasa aman 
kepada nasabah. Karena dengan memberikan pelayanan yang baik dan 
memberikan rasa aman tersebut dapat menimbulkan kepuasan terhadap 
nasabah serta menjalin kerja sama dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 
Payung Negeri Bestari tersebut. 
Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan di Bank BPR 
Payung Negeri Bestari, bahwa pihak Bank BPR telah memberikan pelayanan 
yang baik kepada nasabah yang datang ke Bank tersebut. Para karyawan 
membantu para nasabahnya dalam hal mempermudah dalam melakukan 
kerjasama dengan Bank BPR tersebut, baik itu dari segi memberikan 
pinjaman ataupun tabungan. Bahkan pihak Bank BPR juga memberikan 
kemudahan kepada nasabah yang ingin membayarkan angsurannya dengan 
tidak susah payah datang ke Bank BPR tersebut, dengan cara karyawan Bank 
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BPR datang kerumah-rumah nasabahnya. Kemudian pihak Bank BPR juga 
memberikan kelonggaran kepada nasabah yang terlambat membayarkan 
angsurannya. Setelah mendapatkan surat peringatan 1, 2, dan 3 pihak Bank 
BPR tidak langung menyita jaminan yang diberikan oleh nasabah melainkan 
masih diberikan kelonggaran kepada nasabahnya, artinya pihak Bank BPR 
dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya sangat baik.
11
 
Untuk dapat melihat sejauh mana pihak Bank BPR Payung Negeri 
Bestari melakukan performance atau kinerja yang baik untuk menarik minat 
nasabah dapat dilihat perkembangannya pada periode 2014-2018 pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 1.1 
Fluktuasi jumlah nasabah periode 2014-2018 Bank BPR Payung Negeri 
Bestari Pekanbaru. 
Tahun Jumlah Nasabah % 
2014 1374  20,50% 
2015 1325 19,77% 
2016 1216 18,14% 
2017 1262 18,83% 
2018 1523 22,73% 
Sumber : Bank BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru 
Dari tabel 1.1 terlihat bahwa terjadi fluktuasi jumlah nasabah Bank 
BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru periode 2014-2018 terjadi penurunan 
pada periode 2016 jumlah nasabah 1216 terjadi penurunan sebanyak 18,14%. 
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Menurut data diatas maka bertolak belakang dengan apa yang telah 
dikerjakan oleh para karyawan dengan realita yang terjadi berdasarkan data 
diatas. 
Memberikan kepuasan kepada nasabah dalam memenuhi kebutuhan, 
keinginan serta harapan mereka merupakan hal terpenting bagi perusahaan 
untuk menghadapi persaingan. Salah satu untuk merebut pangsa pasar adalah 
memperoleh nasabah sebanyak-banyaknya. Kenyamanan dan keamanan juga 
menjadi faktor dalam meraih nasabah. Perusahaan akan berhasil memperoleh 
pelanggan dalam jumlah yang banyak apabila dinilai dapat memberikan 
kepuasan bagi nasabah. Konsumen yang merasa puas dan menjadi konsumen 
setia akan merekomendasikan dari mulut ke mulut. Berdasarkan uraian diatas 
penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Kualitas 
Pelayanan Bagian Penagihan Hutang Bank Perkreditan Rakyat Payung 
Negeri Bestari (PNB) Pekanbaru Terhadap Kepuasan Nasabah Ditinjau 
Menurut Ekonomi Syari’ah”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu disusun rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat Kualitas Pelayanan Bagian Penagihan Hutang 
terhadap kepuasan nasabah pada BPR Payung Negeri Bestari? 
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap Kualitas Pelayanan Bank 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian   
2. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan Bank terhadap 
kepuasan nasabah pada Bank Perkreditan Rakyat Payung Negeri 
Bestari Pekanbaru. 
b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Syari’ah terhadap 
Kualitas Pelayanan Bank Perkreditan Rakyat Payung Negeri Bestari 
Pekanbaru. 
3. Kegunaan Penelitian  
a. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan 
perkuliahan pada program strata satu (S1) pada fakultas  Syari’ah dan 
Hukum jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. 
b. Sebagai bahan masukan bagi penulis didalam menambah ilmu 
pengetahuan dalam membuat suatu karya ilmiah. 
 
D. Metode Penelitian  
1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat Payung Negeri 
Bestari Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai. Penulis 
memilih lokasi tersebut karena penulis tertarik ingin mengetahui 
bagaimana kinerja karyawan bagian penagihan Hutang Bank Perkreditan 





2. Subjek dan Objek Penelitian  
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah karyawan 
bagian penagihan hutang dan nasabah pembiayaan Bank Perkreditan 
Rakyat (BPR) Payung Negeri Bestari periode 2014-2018, sedangkan yang 
menjadi objek dari penelitian ini adalah kinerja karyawan bagian 
penagihan hutang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung Negeri Bestari 
Pekanbaru  terhadap kepuasan nasabah. 
3. Populasi dan Sampel   
Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 
mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian 
dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
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Adapun yang menjadi populasi adalah seluruh nasabah Bank 
Perkreditan Rakyat Payung Negeri Bestari Pekanbaru yang berjumlah 
1.523 orang. Mengingat jumlah populasi terlalu banyak serta waktu 
terbatas, maka penulis mengambil metode Accidental Sampling yaitu 
memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau 
diakses.
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Keterangan:   
n = jumlah sampel yang dicari 
N = jumlah populasi 
e  = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan adalah 5 %. 
Berdasarkan rumus yang diperoleh jumlah sampel (n) untuk berapa banyak 
jumlah sampel dalam penelitian sebagai berikut: 
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   38,97 
Berdasarkan persamaan di atas maka sampel dari penelitian ini berjumlah 
39 orang. 
4. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini meliputi: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari karyawan dan nasabah di 
tempat lokasi penelitian yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung 




b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan-peraturan yang 
tertulis atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti, serta 
nasabah bank yang dapat dihubungi, khususnya tentang masalah 
pengaruh kinerja karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Payung 
Negeri Bestari Pekanbaru. 
5. Metode Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan 
data sebagai berikut: 
a. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 
turun kelapangan mangamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 




b. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber 
atau responden guna melengkapi data yang diperlukan tentang kinerja 
bank tersebut dan dan pengaruhnya terhadap minat nasabah. 
c. Angket yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk 
mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan 
kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. 
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6. Analisis Data 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data 
berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis. Dari data-data 
tersebut kemudian diuraikan antara satu data dengan yang lainnya 
dihubungkan dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang 
utuh tentang masalah yang diteliti. 
E. Metode Penulisan 
Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun cara 
tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut: 
1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan 
diuraikan secara khusus. 
2. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data khusus dan kemudian dianalisis 
lalu diuraikan secara umum. 
3. Deskriptif, yaitu menggambarkan permasalahan secara tepat kemudian 
dianalisis sesuai data yang diperoleh. 
F. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian 
ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
BAB I terdiri dari pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, 





BAB II terdiri dari sejarah berdirinya Bank Perkreditan Rakyat 
Payung Negeri Bestari Pekanbaru, struktur organisasi, ruang lingkup usaha 
Bank BPR dan visi misi Bank BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru. 
BAB III terdiri dari pengertian kualitas pelayanan dan kepuasan, 
faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan dan kepuasan, , 
pelayanan dalam  pandangan ekonomi Syari’ah. 
BAB IV terdiri dari bagaimana pelayanan karyawan, bagaimana 
pengaruhnya terhadap kepuasan nasabah, tinjauan Ekonomi Syari’ah tentang 
kualitas Pelayanan. 








GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  
 
A. Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Payung Negeri Bestari 
BPR Payung Negeri Bestari berdiri sejak tanggal 10 April 2003 
berupa Perseroan Terbatas yang terdaftar berdasarkan Akta pendirian No. 18 
Tanggal 10 April 2003, Notaris Warman SH – Pekanbaru sebagai badan 
usaha di bidang usaha lembaga keuangan konvensional. Pada tahun 2004 
Perseroan Terbatas ini mendapat  pengesahan Mentri Kehakiman- HAM RI 
NO. C 08272. HT. 01.01. TH. 2004 Tanggal 7 April 2004. Selanjutnya pada 
tahun 2007 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 92 Tanggal 
28 Februari 2007 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 Tanggal 9 
April 2007 serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 61 Tanggal 10 
Desember 2007 terjadi perubahan struktur yang selanjutnya terdaftar pada 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01. 10-
0398 Tanggal 7 Januari 2008, Akta Keputusan Rapat No. 8 Tanggal 1 April 
2008 pendaftaran pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI AHU-
AH.01.01-13138 Tanggal 28 mei 2008, masing-masing dibuat dihadapan 
Pupung Mulyantini SH, yang merupakan salah satu Notaris di Pekanbaru.  
Izin Prinsip sebagai lembaga keuangan sudah diperoleh sejak tahun 
2003 dari Dirjen Bank PErkreditan Rakyat dengan nomor izin No. 
5/432/DPBPR/P3BPR Tanggal 11 Desember 2003 dan selanjutnya 
mendapatkan izin operasional dari Bank Indonesia dengan nomor Izin Usaha 




terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02. 327.411.1-
211.000 Tanggal 20 Januari 2004.
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Sejak berdiri Visi PT. BPR Payung Negeri Bestari adalah “ Ikut 
berperan dalam pembangunan ekonomi bangsa, khususnya ekonomi 
kerakyatan di kota Pekanbaru melalui pelayanan Perbankan terutama dalam 
Era Otonomi Daerah”.Untuk melaksanakan visi tersebut PT. BPR Payung 
Negeri Bestari memiliki misi sebagai berikut: 
1. Menambah sarana pelayanan perbankan bagi masyarakat kecil. 
2. Sebagai lembaga intermediasi kegiatan usaha bisnis. 
3. Membantu pengembangan bisnis pengusaha kecil dan koperasi. 
4. Pembantu program Pemerintah Daerah untuk membangun dan 
mengembangkan perekonomian Daerah. 
5. Penyediaan lapangan kerja diwilayah sekitar. 
6. Memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengelola penghasilan 
atau keuangan menuju kehidupan yang efektif dan efisien. 
Untuk membangun  budaya kerja PT. BPR Payung Negeri Bestari 




B. Struktur Organisasi  
Struktur organisasi yang ada di PT. BPR Payung Negeri Bestari 
digunakan sebagai syistem informasi dalam melaksanakan tugas-tugas, 
fungsi, serta tanggung jawab masing-masing divisi atau bidang dengan tujuan 
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yang telah ditentukan. Selain itu struktur organisasi digunakan untuk 
memperhatikan garis wewenang jalur koordinasi dengan baik yang harus 
dilakukan oleh staff atau karyawan serta jalur kerja sama antara bagian dalam 
perusahaan. 
Adapun yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu 
susunan dan hubungan antar tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu 
organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk 
mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur menggambarkan 
dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain 
dan bagaimana hubungan aktifitas dan fungsi yang dibatasi. Setiap posisi 
memiliki wewenang dan tanggung jawab kepada yang lain atau kepada 
individu tertentu. 
PT. BPR Payung Negeri Bestari sebagai salah satu lembaga perbankan 
yang harus melaksanakan tata kelola keuangan dengan baik maka dari itu 
diperlukan pengawasan dan dua control dan meminimalisir resiko kredit dan 
resiko operasional dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank. Dengan 
memperhatikan hal tersebut maka perlu dipandang ketentuan tentang tugas, 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing posisi yang ada di PT. BPR 
Payung Negeri Bestari.  
Adapun tugas dan fungsi masing-masing pejabat sebagai berikut:  
1. Komisaris 
Tugas dari seorang Komisaris diantaranya adalah :  




b. Merekrut pemeriksa intern 
c. Menilai kinerja pemeriksa intern 
d. Menyetujui rencana kerja tahunan dan anggaran pemeriksaan 
2. Direksi 
Direksi terdiri dari Direktur utama dan Direktur. Adapun wewenang dari 
Direksi diantaranya adalah :  
a. Mewakili Bank di dalam dal di luar pengadilan. 
b. Menetapkan arah dan kebijakan operasional Bank. 
c. Memberikan persetujuan kredit bersama-sama dengan anggota komite 
kredit lainnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui 
SK Direksi. 
d. Menerima dan memberhentikan staff serta karyawan dengan 
pertimbangan kebutuhan dan kinerja karyawan setelah berkonsultasi 
dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 
e. Menetapkan besaran dan system kompensasi kaeyawan dengan 
pertimbangan kebutuhan dan kinerja karyawan setelah berkonsultasi 
dan mendapat persetujuan Dewan Komisaris. 
f. Memutasi/Rotasi karyawan sesuai dengan kebutuhan dan khusus 
petugas SKAI harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan 
Komisaris. 
Adapun tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain :  
a. Menetapkan peraturan perusahaan dengan pertimbangan dan 




b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan system operasional Bank 
dengan pembagian tugas yang jelas. 
c. Menetapkan strategi pencapaian visi dan misi Bank. 
d. Merencanakan pengembangan produk dan jaringan kantor. 
e. Mengevaluasi hasil kerja staff dan karyawan dalam pelaksaan program 
kerja dan pencapaian target perusahaan. 
f. Mengendalikan anggaran biaya dalam rangka efisiensi dan upaya 
peningkatan usaha beserta pendapatan Bank. 
g. Jika salah satu Direksi berhalangan hadir, maka kelancaran operasional 
Bank penandatanganan perintah bayar sesuai dengan batas wewenang 
Direksi, dapat dilakukan salah satu Direksi yang berada ditempat 
dengan terlebih dahulu di paraf kepala bagian operasional. 
h. Pemutusan palfond dan ketentuan kredit debitur dilakukan secara 
selektif dengan prinsip kehati-hatian serta diputuskan secara bersama-
sama dengan mufakat tim komite kredit. 
i. Mengevaluasi pelaksana operasional Bank dan peraturan perusahaan. 
j. Melaksakan hubungan dengan pihak ketiga dalam rangka 
pengmbangan usah Bank dan pemecahan masalah-masalah yang 
dihadapi Bank. 
k. Mewakili Bank dalam hubungan dengan pihak ketiga. 





m. Memberikan laporan monitoring tentang kinerja Bank kepada Dewan 
Komisaris yang disesuaikan dengan target yang telah ditentukan. 
n. Mewakili dan menerima kuasa dari Dewan Komisaris jika berhalangan 
untuk berhubungan dengan pihak ketiga, yaitu :  
- Menandatangani kerja sama dengan pihak ketiga dan yang sifatnya 
prinsip harus diketahui/disetujui Dewan Komisaris. 
- Pembayaran premi asuransi debitur dan penerimaan fee/komisi 
untuk pendapatan Bank harus melalui pemindah bukuan dan tidak 
dapat dibayar secara tunai. 
o. Penghapusan/pengurangan bunga dan denda pada kredit macet harus 
melalui komite kredit yaitu Kepala Bagian Pemasaran, Direktur dan 
Direktur Utama. 
p. Menjalankan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan 
Komisaris. 
Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama :  
1. Menjadi koordinator/ketua komite kredit dengan batas wewenang 
putusan kredit yang mengacu pada surat keputusan Direksi perihal 
diatas. 
2. Mengendalikan funding dana da landing kredit. 
3. Koordinator penyusunan RKAT. 
4. Menertibkan perintah bayar dengan batas wewenang pengeluaran 




5. Menempakan dana pada Bank Umum dan BPR setelah berkoordinasi 
dan mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris selaku wakil 
pemegang saham. 
Tugas dan tanggung jawab Direktur :  
1. Menjadi anggota komite kredit. 
2. Menata usahakan dan mengkoordinir kegiatan operaisonal Bank 
terutama yang bersifat internal. 
3. Mempersiapkan pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga. 
4. Memantau perkembangan likuiditas Bank. 
5. Mendistribusikan dan memonitor pelaksaan operasional yang 
dilakukan staff dan karyawan. 
6. Mendistribusikan dan mempersiapkan langkah-langkah penyelesaian 
masalah operasional Bank untuk dibahas dan diputuskan bersama 
Direktur Utama. 
3. Satuan Kinerja Audit Intern (SKAI) 
Rincian tugas dari SKAI antara lain :  
a. Melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan 
secara menyeluruh. 
b. Memeriksa mutasi kas pada akhir hari secara berkala. 
c. Memeriksa bukti-bukti transaksi harian secara periodik dan 
membandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada. 
d. Membuat dan melaporkan kepada Bank Indonesia. 
e. Melakukan pemeriksaan jaminan 




4. Manajer Operasional  
Rincian tugas dari manager operasional antara lain : 
a. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk 
menunjang efektifitas pelayanan kepada nasabah. 
b. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketetapan 
berbagai tujuan, sasaran, kebijakan, aturan, praktek, metode dn 
standar. 
c. Mengendalikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan 
operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien. 
d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. 
Manager Operasional membawahi :  
a) Accounting 
Rincian tugas Accounting antara lain :  
1) Mempersiapkan rencana kerja dan proyeksi keuangan (rencana 
arus kas, proyeksi neraca, dan laba/rugi) 
2) Memeriksa dan menyimpan bukti-bukti transaksi 
3) Melakukan evaluasi terhadap evisiensi usaha dan melaporkannya 
kepada Direksi. 
b) Bagian Umum 
Bagian umum bertugas untuk membentuk aktifitas umum Bank, 
seperti untuk keperluan transfer Bank atau setoran ke Bank lain. 
c) Customer Service  
Rincian tugas Customer Service antara lain :  




2) Menangani pertanyaan, keluhan dan laporan dari nasabah. 
3) Memproses permohonan pembukuan dan penutupan rekening 
tabungan dan deposito. 
4) Mendistribusikan salinan rekening koran kepada nasabah. 
5) Menginput data customer yang lengkap dan akurat. 
6) Membuat laporan pembukuan dan penutupan rekening serta 
pembukuan rekening deposito, perpanjangan, pencairan deposito 
dan pemblokiran deposito. 
d) Teller  
Rincian tugas Teller antara lain :  
1) Melakukan transaksi tunai, menerima setoran, menyusun rekening 
rekapitulasi kasir sesuai dengan ketentuan standar operasional 
prosedur (SOP). 
2) Mengelola uang layak edar atau uang palsu 
3) Mengelola saldo kas teller sesuai limit yang ditentukan. 
4) Meneliti, mencocokkan warkat nasabah dengan specimen 
penarikan. 
5) Melakukan cash count akhir hari kerja dan menghimpunnya serta 
menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan 
6) Menyediakan laporan transaksi harian. 
e) Bagian Legal 
Rincian dan tugas bagian Legal antara lain :  




2) Meminta kepada bagian marketing untuk melengkapi kekurangan 
persyaratan kredit yang diperlukan  
3) Menyiapkan kas kredit berdasarkan permohonan kredit yang 
disetujui 
4) Menyiapkan bukti dokumen pencairan kredit untuk disetujui 
Direksi 
5) Mengadministrasikan barang jaminan kredit. 
f) Admin Kredit/MSI 
Admin kredit bertanggung jawab untuk mengatur jalannya 
Managemen System Informasi (MSI) di BPR Payung Negeri Bestari. 
Utamanya MSI memiliki fungsi untuk melakukan pengecekan data 
riwayat kredit nasabah. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui 
credit recorde nasabah, sehingga nasabah yang memiliki riwayat 
kredit macet akan terdeteksi. MSI dilakukan melalui Sistem Informasi 
Debitur (SID) yang difasilitasi oleh Bank Indonesia. Selain itu admin 
kredit juga bertugas untuk menginput BI-Checking. 
g) Driver 
Menjaga kelancaran operasional kendaraan dinas berjalan dengan 
baik. Adapun tugas dan tanggung jawab driver antara lain :  
1) Menjaga dan memastikan kendaraan dinas dalam kondisi yang 
terawat dengan baik, bersih, aman dan layak jalan. 




3) Memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dalam 
kondisi stabil 
4) Memastikan pegawai atau karyawan yang menggunakan kendaraan 
dinas sampai tujuan dengan selamat dan tepat waktu 
5) Memastikan setiap pegawai atau karyawan yang menggunakan 
kendaraan dinas yang sudah mendapat izin dari pejabat yang 
berwenang 
6) Memastikan perjalanan keluar kota sudah mendapatkan 
persetujuan dari pejabat yang berwenang. 
h) Security 
Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman pada lingkungan 
baik selama operasional maupun diluar jam operasional. Adapun tugas 
dan tanggung jawab security antara lain:  
1) Menjaga dan memastikan lingkungan kantor agar selalu dalm 
kondisi aman 
2) Memastikan inventaris kantor terjaga dengan baik, dan seluruh 
ruangan kerja dalam kondisi aman. 
3) Membantu pelayanan kepada nasabah pada saat jam operasional 
4) Memastikan pertukaran sif jaga berjalan dengan lancar. 
5) Menjaga, merawat dan mengoperasikan mesin genset, termasuk 
memastikan ketersediaan BBM. 
6) Memastikan penggunaan listrik diluar jam operasional secara 




7) Memastikan kendaraan nasabah dan karyawan dalam keadaan 
aman dan terparkir dengan tertib. 
5.  Manager Marketing  
Manager marketing mempunyai tugas antara lain :   
a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan 
berdasarkan target yang harus dicapai. 
b. Membina hubungan yang baik dengan nasabah dan calon nasabah pada 
wilayah kerja. 
c. Mereview analisa pemberian fasilitas kredit secara komprehenshif dan 
menyampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan sesuai 
jenjang kewenangan. 
d. Mengarahkan, memantau dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 
restrukturisasi dan recofery. 
Manager Marketing membawahi :  
a) Account Officer 
Rincian tugas AO antara lain :  
1) Mewawancarai nasabah sesuai identitasnya. 
2) Survey ke lokasi untuk memastikan nasabah tinggal di lokasi yang 
tercantum identitasnya. 
3) Melaporkan hasil survey kepada supervisor untuk disahkan 
dokumen. 





5) Menyelesaikan masalah tunggakan kredit macet. 
6) Menyusun strategi dan meminta keputusan nasabah. 
7) Melakukan pengawasan dan penagihan ke lokasi tempat nasabah. 
b) Marketing Funding dan Landing 
Rincian tugas dari marketing antara lain :  
1) Memasarkan produk yang ada di perusahaan. 
2) Mencari nasabah yang ingin mengajukan kredit atau yang ingin 
membuka rekening tabungan atau deposito.  
3) Memastikan kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan yang 
diajukan. 
4) Menindak lanjuti permohonan pembiayaan nasabah. 
5) Memastikan persetujuan atau penolakan pembiayaan yang 
diajukan. 
6) Meningkatkan bussines relation antara Bank dengan nasabah sesuai 
dengan terget yang ditetapkan. 
c) Collector 
Rincian tugas dari seorang Collector antara lain :  
1) Mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur. 
2) Memberi surat peringatan kepada debitur apabila terjadi tunggakan. 
3) Menagih cicilan/angsuran debitur yang telah jatuh tempo. 
4) Mengawasi kondisi dari debitur beserta kondisi keuangannya. 
5) Memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban 




6) Diperbolehkan menerima cicilan secara langsung dari debitur 
kemudian disetor pada pihak Bank dengan menyerahkan fotocopy 
kwitansi kepada debitur dan yang asli kepada pihak Bank tempat 
collector bekerja.  
C. Produk-Produk dari PT. BPR Payung Negeri Bestari 
PT. BPR Payung Negeri Bestari melakukan kegiatan menghimpun 
dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat. Dalam melakukan 
kegiatan ini PT. BPR Payung Negeri Bestari memiliki produk kegiatan yang 
mendukung kegiatan tersebut. Produk dari PT. BPR Payung Negeri Bestari 
ini antara lain :  
1. Tabungan, terdir dari:  
a. Tabungan-KU 
b. Tabungan Anak Negeri (TAN) 
Tabungan TAN adalah singkatan dari Tabungan Anak Negeri yang 
merupakan produk Bank BPR Payung Negeri Bestari yang 
diperuntukan kepada seluruh lapisan masyarakat serta perseorangan.  
2. Deposito 
Fasilitas yang didapat dari deposito di Bank BPR PNB adalah:  
a. Deposito dalam rupiah 
b. Bunga kompetitif 





d. Jangka waktu dapat dipilih 1, 3, 6, 12 bulan dan dapat diperpanjang 
secara otomatis sesuai dengan tingkat suku bunga yang berlaku saat 
perpanjangan.  
e. Dapat dijadikan sebagai jaminan kredit.  
3. Kredit 
Bermacam – macam kredit yang ditawarkan di PT. BPR PNB antara lain:  
a. Kredit Modal Kerja Umum 
Kredit Modal Kerja Umum dipergunakan untuk pembiayaan 
sektor usaha perdagangan umum, selain usaha atas dasar kontrak. 
Kredit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan aktiva 
lancar usaha. Objek kredit Modal Kerja Umum adalah perdagangan 
umum berskala menengah dan kecil, meliputi: Perdagangan sembako, 
perdagangan bahan pakaian, perdagangan bahan bangunan dan listrik 
dan lain-lain. 
b. Kredit Pengusaha Kecil dan Mikro 
Kredit pengusaha kecil dan mikro dipergunakan untuk 
pembiayaan sektor usaha industri umum, selain usaha atas dasar 
kontrak. Kredit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tambahan 
aktva lancar usaha. Objek kredit ini adalah usaha industri umum 
berskala kecil dan mikro, yang meliputi: industri makanan, industri 






c. Kredit Investasi Kecil dan Mikro 
Kredit Investasi Kecil dan Mikro dipergunakan untuk 
pembiayaan barang-barang modal perusahaan yang berjangka waktu 
menengah dan panjang, perubahan barang modal dapat berupa 
pembelian barang-barang modal dan jasa yang dipergunakan untuk 
merehabilitasi usaha. 
d. Kredit Konsumtif Multi Guna 
Kredit Konsumtif Multi Guna ini bertujuan unutk memenuhi 
kebutuhan masyarakat (debitur) selain untuk keperluan modal kerja. 
 
D. Prosedur Perkreditan di PT. BPR Payung Negeri Bestari 
Adapun prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan kredit 
adalah sebagai berikut:  
1. Analisa Pemberian Kredit 
Ketika Bank memberikan pinjaman uang kepada nasabah, bank tentu 
saja mengharapkan uangnya kembali. Karenanya, untuk memperkecil 
resiko (uangnya tidak kembali) sebagai contoh, dalam memberikan kredit 
bank harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan iktikad 
baik (willingness ti pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) 
nasabah untuk melunasi kembali pinjaman beserta bunganya. Hal-hal 
tersebut terdiri dari  Character (kepribadian), Capacity (kapasitas), 
Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy 





2. Peninjauan Kepada Debitur Mengenal Kelayakan Usaha dan Jaminan 
Sebelum diberikan pinjaman, pihak bank meninjau dahulu tempat 
dan keadaan ekonomi debitur dengan tujuan untuk melakukan survey 
terhadap usaha dan jaminan debitur, sehingga pihak bank dapat 
mengetahui seberapa besar pinjaman yang akan diberikan terhadap 
nasabah setelah melihat kondisi jaminan tersebut. 
3. Keputusan atas Permohonan Pembiayaan 
Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, ada beberapa hal 
yang harus dilakukan oleh Bank, yaitu: 
a. Tahap Perstujuan dan Penolakan Permohonan Pembiayaan 
Jika tahap permohonan kredit tidak disetujui oleh AO maka segala 
persyaratan yang telah dilengkapi oleh calon nasabah dikembalikan 
dengan memberikan surat penolakan pemberian kredit. Dan jika 
sebaliknya permohonan kredit diterima dan disetujui melalui 
keputusan komite kredit, maka bagian administrasi kredit dan legal 
akan membuat surat perjanjian kredit yang berisi penjelasan tentang 
ketentuan fasilitas pembiayaan nasabah, jaminan yang diberikan, 
syarat-syarat penandatanganan akad, syarat pencairan, kejadian-
kejadian pelanggaran, biaya-biaya yang harus dilunasi oleh nasabah 
maka nasabah harus menanda tangani diatas materai Rp 6000 dan surat 






b. Tahap Pengikatan  
Tahap pengikatan adalah tahap setelah disetujuinya perjanjian 
kredit, dimana pihak bank mengadakan pengikatan pembiayaan secara 
notarial maupun dibawah tangan. 
c. Tahap Pencairan 
Setelah pengikatan, pihak bank akan mengadakan pencairan. 
Pencairan akan dilakukan apabila pemohon telah menandatangani 
pejanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan yang telah dilakukan 
didepan notaris atau dibawah tangan. 
d. Hasil yang dicapai 
Sesuai dengan data yang diperoleh, debitur mendapatkan pinjaman 
dari pihak bank bertujuan untuk konsumtif dalam rangka memenuhi 
kebutuhan konsumsi nasabah atau lainnya. Berdasarkan hasil analisa 
dan wawancara yang dilakukan dapat diusulkan untuk pemberian 
pinjaman atau pembiayaan, mengingat kewajiban angsuran maksimal 
yang dapat diberikan dan penghasilan bersih perbulan yang diterima 
nasabah menunjukkan bahwa nasabah dapat memenuhi angsuran. 
Dengan demikian maka pembiayaan yang diajukan oleh nasabah dapat 
dipertimbangkan. 
e. Perhitungan Angsuran 
Dalam memperhitungkan angsuran kredit, pihak bank menerapkan 






f. Perhitungan Denda 
Pencatatan denda akan dilakukan apabila nasabah melakukan 
pelanggaran janji pembiayaan (keterlambatan pembayaran angsuran). 
g. Pelunasan Fasilitas Kredit 
Pelunasan pembiayaan terjadi saat telah terpenuhinya semua 
kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang mengakibatkan 
























A. Pengertian Tagihan dan Kredit Macet 
Hutang dalam sektor perbankan muncul dari fungsi perbankan sebagai 
lembaga keuangan yangmenyalurkan dana kepada nasabah dalam bentuk kredt 
atau pembiayaan. Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 
jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.19 
Dalam ilmu ekonomi, hutang sering diidentikkan dengan kredit. Kredit 
menurut istilah kredit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, credo 
dalam bahasa romawi berarti kepercayaan. Istilah diatas tersebut diambil dari 
ilmu fiqih yang diambil dari istilah qard. Sedangkan qard dalam fiqih berarti 
meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. 20 Menurut Muhammad Syafi’i 
Antonio pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian 
fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang 
merupakan defisit unit.21 
Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit 
adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain 
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dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu 
tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.Sedangkan 
pengertian kredit macet adalah kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh 
dibitur karena sesuatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus 




Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah disalurkan oleh bank, 
dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran 
sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangai oleh bank dan nasabah.
23
 
Kredit bermasalah merupakan salah satu  
Keberadaan debt collector berkembang tidak hanya dalam lingkungan 
perbankan saja, tetapi badan usaha lain yang mempunyai tagihan-tagihan 
seperti halnya adalah lissing yang memberikan kredit kepada konsumen yang 
ingin memiliki kendaraan atau benda bergerak lain namun pembayaran 
dilakukan secara kredit. Namun kecenderungan yang terjadi didalam praktek 
nya jarang sekali para debt collector bertindak sesuai dengan norma yang 
berlaku tetapi justru melanggar ketentuan hukum seperti melakukan 
intimidasi, ancaman, dan kekerasan nyata baik fisik maupun psikis.
24
 
Tidak ada satupun di dalam perundangundangan yang melarang 
seseorang menjadi penagih hutang. Bahkan di dalam ketentuan perjanjian 
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sebagaimana diatur dalam pasal 1792-1819 Kitab UndangUndang Hukum 
Perdata, dinyatakan bahwa dengan suatu surat kuasa, jasa penagih hutang 
(debt collector) dapat mewakili kreditur untuk menagih hutang kepada debitur. 
Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya 
sering terjadi pelanggaranpelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya 
di meja persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan 
baik fisik maupun psikis yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. 
Saat ini dalam masyarakat sering terdengar adanya kasus penagihan hutang 
terhadap debitur oleh kreditur dengan memakai penagih hutang (debt 
collector) dalam menagih hutang dengan cara dan memakai kekerasan. 
Penunggak yang tidak mampu melunasi tagihannya, penagih hutang (debt 
collector) yang diperintah oleh bank terhadap kredit yang bermasalah akan 
mengambil sejumlah barang baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai 
jaminan. Apabila penunggak telah melunasinya, maka jaminan itu akan 
dikembalikan, Namun bila tidak dilunasi tentu saja barang itu akan lenyap. 
Selain itu juga tidak jarang penagih hutang (debt collector) melakukannya 
dengan menggunakan ancaman dan kekerasan. 
Penggunaan jasa pihak ketiga (debt collector) pada dasarnya 
merupakan pihak yang berpotensi untuk menimbulkan kerugian pada 
konsumen. Adakalanya pula 4Pasal 406 KUHP 5Pasal 310 KUHP debt 
collector tidak bekerja dengan profesional seperti yang diharapkan oleh bank. 




tindakan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah yang 
ditagih hutangnya tersebut. Masyarakat sebagai nasabah tidak pernah tahu 
hubungan kerja antara bank dan perusahaan debt collector yang mereka 
pekerjakan apakah itu hubungan pengalihan hutang atau hubungan pemberian 
kuasa. Salah satu alasan mengapa pihak bank meminta jasa debt collector 
adalah tingginya biaya berperkara. Biaya berperkara ini meliputi biaya 
pengacara, biaya transportasi dan biaya calo perkara. 
Menurut Bayu Kurniawan penggunaan debt collector oleh 
perseorangan biasanya digunakan setelah kreditur telah mencoba untuk 
menagih dengan cara baik-baik kepada debitur secara langsung tapi tidak 
mendapatkan itikad baik dari debitur atau belum mampu melunasi 
hutangnya.13 Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus 
mengatur mengenai penagih utang atau debt collector di Indonesia. Debt 
collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh 
kreditur untuk menagih utang kepada debiturnya.14 Pemberian kuasa adalah 
suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada 
seorang lain, yang menerimanya,untuk atas namanya menyelenggarakan suatu 
urusan. Dengan adanya pengerian pemberian kuasa tersebut, hal ini telah 
menggariskan dasar hukum sahnya pemberian kuasa penagihan hutang baik 
perseorangan maupun perusahaan. 
Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 Bank Indonesia pada 




dalam menagih hutang. Dalam peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bank 
Indonesia, tidak pernah terdapat peraturan yang melarang penggunaan pihak 
ketiga (debt collector), oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
jasa pihak ketiga dalam penagihan hutang diperbolehkan oleh Bank Indonesia. 
1. Faktor yang berasal dari nasabah 
a. Nasabah  menyalahgunaan kredit 
Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya, akan 
mengakibatkan nasabah tidak mengembalikan kredit sebagaimana 
mestinya. 
b. Nasabah  kurang  mampu  mengelola usahanya 
Nasabah yang telah menerima fasilitas kredit, ternyata dalam 
praktik tidak mengelola usaha yang dibiayai dengan kredit bank. 
Nasabah tidak professional dalam melakukan pekerjaan karena kurang 
menguasai secara teknis usaha yang dijalankan.   
c. Nasabah  beretikad  tidak baik 
Ada sebagian nasabah yang mungkin jumlah nya tidak banyak 
yang sengaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. 





d. Musibah yang dialami nasabah  
1) Musibah penipuan 
2) Musibah kecelakaan  
3) Musibah tindak pidana 
4) Musibah tindak perdata 
5) Musibah rumahtangga 
6) Musibah penyakit 
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7) Musibah kematian 26 
Ada beberapa hal yang mempengaruhi mengapa seseorang tidak 
dapat membayar  hutangnya, yaitu : 
 
a. Setelah beberapa kali membayar angsuran, selanjutnya tidak bersedia 
membayar lagi angsuran selebihnya. Ada faktor kesengajaan dari 
sebagian konsumen yang demikian, karena sebagian manusia memang 
ada yang nakal tidak mau membayar. Motivasinya konsumen hanya 
ingin merasakan bagaimana menikmati barang baru. Setelah 
membayar uang muka dan membayar dua atau tiga kali, bulan 
berikutnya angsurannya menjadi macet sama sekali. 
b. Kemacetan angsuran juga disebabkan karena pihak konsumen banyak 
utang sana sini. Kebutuhan apa saja selalu dipenuhi, dengan tanpa 
mempertimbangkan dengan saksama penghasilan yang diterima setiap 
bulannya. Hal ini tidak terlepas dari sifat serakah manusia, karena apa 
yang dilihat selalu ingin sekali dimiliki, dan tidak memikirkan 
menstabilkan keadaan dimasa depan. 
c. Disamping itu, ada pula yang disebabkan oleh faktor yang tidak dapat 
diduga sebelumnya, terutama yang berpenghasilan tidak tetap, yang 
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2. Faktor yang berasal dari bank 
a. Kualitas pejabat bank 
Pejabat bank yang kurang profesional tentu sulit diharapkan 
dapat memperoleh hasil kerja yang maksimal. Terutama pejabat 
dibagian kredit, kualitasnya dapat mempengaruhi keputusan 
penyaluran kredit yang tidak sebagaimana mestinya. 
b. Persaingan antar bank 
Dengan adanya persaingan usaha yang ketat, akan 
mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara 
memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah, tetapi di lain pihak 
langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip 
perbankan yang sehat.  
c. Hubungan interen bank 
Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu 
memperhatikan hubungan kedalam bank, penyaluran kredit tidak 
merata dan lebih cenderung diberikan kepada pengurus dan pengawas 
serta pegawai bank. 
d. Pengawasan bank 
Salah satu faktor terjadinya kredit macet adalah karena 
lemahnya pengawasan terhadap bank. Adanya belasan bank yang 
dilikuidasi dan kemudian dalam UU BI diatur pengawasan bank 
diserahkan kepada lembaga pengawas yang independen secara tidak 
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B. Cara penyelesaian kredit macet 
Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan dua cara yaitu 
penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. 
 
1. Penyelamatan kredit macet 
Dalam hal kredit macet bank perlu melakukan penyelamatan 
sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan kredit macet dapat 
dilakukan dengan : 
 
a. Rescheduling, yaitu salah satu tindakan yang diambil dengan cara 
memperpanjang jangka waktu kredit  atau jangka waktu angsuran, 
dalam hal ini debitur diberi keringanan dalam masalah jangka waktu 
pembayaran kredit, misalnya jangka waktu kredit 6 bulan menjadi satu 
tahun sehingga debitur mempunyai waktu lebih lama untuk 
mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran hampir 
sama dengan jangka waktu kredit dalam hal ini jangka waktu kredit 
diperpanjang misalnya 36 kali menjadi 48 kali dalam hal ini tentu akan 
memperkecil jumlah angsuran. 
b. Reconditioning, maksudnya adalah bank mengubah berbagai 
persaratan yang ada seperti : 
1) Dengan cara kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang 
pokok. 
2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya 
hanya pembayaran bunga yang dapat ditunda, sedangkan pokok 




3) Penurunan suku bunga, maksudnya agar lebih meringankan beban 
nasabah. Misalnya jika bunga pertahun sebelumnya 20% 
diturunkan menjadi 18%hal ini tergantung dari pertimbangan yang 
bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah 
angsuran yang semakin mengecil, sehingga dapat membantu 
meringankan beban nasabah.  
4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan 
kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan 
mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap 




c. Restructuring, merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara 
menambah modal dengan pertimbangan nasabah memang 
membutuhkan dana atau usaha yang dibiayai masih layak. Tindakan 
ini meliputi : 
1) Dengan menambah jumlah kredit. 
2) Dengan menambah equity 
3) Dengan menyetor uang tunai 
4) Tambahan dari pemilik 
d. Kombinasi, merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas. 30 
Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi diatas. 
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Misalnya jangka waktu diperpanjang pembayaran bunga ditunda dan 
jangka waktu diperpanjang modal ditambah. 
e. Penyitaan jaminan, penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir 
apabila nasabah sudah punya itikad tidak baik atau nasabah yang sudah 
benar-benar tidak mampu lagi melunasi hutang-hutangnya.
31
 
Penyelamatan kredit macet dapat pula dilakukan dengan 
restrukturisasi kredit, restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank 
dalam usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya. 
Bentuk kebijakan restrukturisasi kredit bermasalah adalah sebagai berikut : 
 
a. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga kredit merupakan salah 
satu bentik strukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan 
kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit besarnya 
bunga yang harus dibayar setiap tanggal pembayaran menjadi lebih 
kecil dari sebelumnya misalnya suku bunga yang ditetapkan dalam 
perjanjian 20% menjadi 15%. Dengan demikian hasil usaha debitur 
sebagian dapat dialokasikan untuk mengembangkan usaha, sehingga 
dalam jangka waktu tertentu debitur dapat menyelesaikan hutang dan 
usahanya dapat berkembang kembali. 
b. Pengurangan tunggakan bunga kredit, untuk penyelamatan kredit dapat 
dilakukan dengan cara mengurangitungkan bunga kredit. Dengan 
pengurangan atau pembebasan tunggakan bunga diharapkan debitur 
memliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga 
dapat membayar hutang pokok yang tidak mungkin dihapus oleh bank. 
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c. Pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan pokok 
merupakan restrukturisasi yang paling maksimal diberikan bank 
kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok biasanya diikuti 
oleh penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan 
tunggakan pokok ini merupakan pengorbanan bank karena asset bank 
yang berupa hutang pokok tidak dapat dikembalikan dan menjadi 
kerugian yang menjadi beban bank. 
d. Perpanjang jangka waktu kredit, perpanjang jangka waktu kredit 
bertujuan meringankan beban debitur dalam mengembalikan 
hutangnya, misalnya dikembailkan selambat-lambatnya januari 2003 
diperpanjang menjadi januari 2005. Dengan memperpanjang jangka 
waktu kredit kualitas kredit debitur digolongkan menjadi tidak 
bermasalah dan memberi kesempatan kepada debitur untuk 
melanjutkan usahanya, pendapatan usaha yang digunakan untuk 
membayar hutang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk 
memperkuat usahanya dan dalam jangka waktu tertentu dapat melunasi 
hutangnya. 
e. Penambahan pasilitas kredit, penambahan kredit diharapkan usaha 
debitur akan berjalan kembali dan berkembang yang akan 
menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk mengembalikan 
hutang lama dan ditambah kredit baru. Untuk memberikan tambahan 
pasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan 




harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk 
melunasi hutang lama dan tambahan kredit bary serta mampu 
mengembangkan usaha kedepan. 
f. Pengambil alihan angguna/ asset, penyelamatan kredit dengan cara ini 
bank mengambil alih anggunan kredit yang nilai jaminan tersebut 
dikompensasikan dengan jumlah kredit yang diambil, dengan demikian 




2. Penyelesaian kredit macet 
Adapun praktek penyelesaian kredit macet biasanya dilakukan 
melalui: 
a. Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 
Cara ini adalah untuk kredit macet dibank milik Negara. 
Biasaya kredit yang telah macet (dan telah diupayakan penagihannya/ 
penyelesaiannya melalui BUPLN untuk selanjutnya akan dilakukan 
pelelangan/ penjualan benda jaminan. Namun tidak selamanya 
pelelangan atau penjualan itu dilakukan dengan bantuan BPULN, 
sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat 
menjual harta jaminan tersebut dibawah tangan. Untuk memperoleh 
pemberian kredit dari hasil pelelangan bukanlah hal yang mudah dan 
cepat. Pengalaman menunjukkan bahwa untuk menjual agunan melalui 
prosedur lelang sangat sulit untuk memperoleh pembeli dan harga 
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yang memadai. Acapkali bank justru memperoleh pengembalian yang 
sangat rendah; belum lagi harus dipotong dengan berbagai pembiayaan 
lelang yang cukup besar. Agar tidak terlalu merugikan pihak bank, 
maka hukum perbankan yang baru memberikan kesempatan kepada 
bank turut serta dalam pelelangan sebagai pemberi lelang). 
b. Proses Legitasi di Pengadilan 
Apabila suatu kredit macet (dari bank swasta) maka 
penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan. Proses legitasi 
merupakan langkah terpaksa yang dilakukan bank apabila debitur 
menunjukan itikad tidak baik yang sengaja menyembunyikan harta 
bendanya yang masih cukup banyak untuk melunasi kreditnya.
33
 
c. Melalui Arbitrase atau perwasitan 
1) Penyelesaian sengketa melaui arbitrase jauh lebih cepat bila 
dibandingkan penyelesaian melalui pengadilan. 
2) Suatu putusan arbitrase tidak bisa diperjanjikan dalam klalusa 
arbitrase sebagai putusan dalam tingkat pertama dan terakhir 
sehingga menambah cepatnya penyelesaian melalui arbitrase. 
3) Putusan arbitrase tidak bisa dimintakan kasasi maupun peninjaun 
kembali.  
4) Bila sengketa perkreditan diperjanjikan untuk diselesaikan BANI , 
maka dimungkinkan bagi para pihak untuk menunjuk salah seorang 
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arbiter itu dari pihaknya sehingga akan dapat membela kepentingan 
dalam majelis arbiter tersebut 
5) Dengan adanya peluang untuk menunjuk arbiter dari pihak sendiri 
(misalnya ahli perbankan), maka diharapkan keputusan yang 
diambil benar-benar adil. 
6) Semua pemeriksa dalam sidang arbitrase dan putusannya 
dilaksanakan dengan pintu tertutup. 
7) Putusan arbitrase dieksekusi seperti putusan hakim biasa menurut 
cara-cara yang biasa bagi suatu pelaksanaan putusan.
34
 
C. Islam dan Tunggakan Cicilan Kredit 
Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu 
jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Biasanya dilakukan atas dasar 
kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan 
uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan 
dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada 
seseorang yang meminjam uang kebank atau koperasi, kemudian pinjaman 
tersebut dibayar  berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, 
dan adapula yang dibayar satu kali dalam sebulan.
35
 
Menurut Anwar Iqbal Qureshi, fakta-fakta yang objektif menegaskan 
bahwa Islam melarang setiap pembungaan bunga. Hal ini tidak berarti bahwa 
Islam melarang perkreditan sebab menurut Qureshi sistem perekonomian 
modern tidak akan lancar tanpa adanya kredit dan pinjaman.
36
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Pinjaman atau hutang dapat dibagi kedalam dua jenis (a) pinjaman 
yang tidak menghasilkan, yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari dan (b) pinjaman yang membawa hasil, yaitu 
pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.
37
 
Bentuk hutang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga 
atau keperluan-keperluan hidup lainnya. Islam menyadari pentingnya jenis 
pinjaman ini, tetapi pinjaman ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari. Bagi mereka yang tidak mampu membayar 
utangnya secara berangsur-angsur atau kontan (tunai) dianjurkan oleh agama 
Islam agar utang tersebut dibebaskan (dihapuskan). Apabila orang tersebut 
benar-benar dalam keadaan yang terdesak, karena dalam Islam dianjurkan 




Landasan ditetapkan analisis kredit tertuang dalam firman Allah SWT 
QS. Al-Hujarat ayat 6 : 
 
Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman! jika seseorang yang fasik 
datang kepadamumembawa suatu berita,Maka telitilah 
kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakansuatu kaum karena 





Dari Firman Allah diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penyaluran 
pembiayaan diwajibkannya untuk melakukan analisis yang berhubungan 
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dengan latar belakang debitur untuk memperoleh kebenaran dan keyakinan 
bahwa debitur tersebut layak menerima fasilitas kredit. Hal ini bertujuan untuk 
mencegah kemungkinan yang akan terjadi dikemudian hari yang akan 
berdampak burukpada kesehatan bank. 
Hutang piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan ad-dain 
(jamaknya ad-duyun) dan al-qard. Dalam pengertian umum, utang piutang 
mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak 
tunai (kontan).40 
Hutang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah dalam 
kegiatan masyarakat, transaksi utang ini wajib dibayar bagi orang yang 
berhutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak 
pada saat melakukan transaksi. Disamping itu, utang merupakan amanah yang 
harus dibayar kepada orang yang berhak menerimanya. 
Setiap debitur yang mempunyai hutang atau perjanjian kredit simpan 
pinjam wajib membayar hutang pokok ditambah dengan bunganya, 
pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulan dalam waktu 
yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian dan kredit, misalnya bagi 
pembayaran 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun lunas.41 
Pengertian hutang piutang ini sama halnya dengan perjanjian pinjam 
meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 
1754 yang berbunyi pinmjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana 
pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu 
barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang 
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Dalam perjanjian hutang piutang, perihal pembayaran menyatakan 
bahwa seseorang debitur diwajibkan membayar angsuran tepat waktu, tetapi 
apabila terlambat atau melunasi hutang sebelum jatuh tempo maka pihak 
kreditur akan memberikan sanksi berupa dikenakannya penalti. Dan penalti 
tersebut dihitung berdasarkan persentase yang telah ditentukan oleh kreditur. 
Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi 
perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat 
pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan 
karena tidak dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihkan dari 
jumlah yang diterima, maka pengembaliannyapun dilarang memberikan 
penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihkan 




Hutang piutang yang telah diperjanjikan bila sampai batas waktu yang 
telah ditentukan, maka wajib dibayar. Dengan demikian, jelaslah kewajiban 
untuk membayar utang itu terletak pada debitur. Dan jika ia tidak dapat 
dilaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan yang terpaksa maka 
kreditur mempunyai hak untuk menuntut debitur.  
Hutang piutang (qard) secara hukum Islam dapat didasarkan pada 
adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia berkewajiban untuk 
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membayar kewajiban dalam hutang piutangnya. Hal ini dapat dilihat dari 
keterangan ayat Al-Qur’an dan Hadist Rasul: Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 
1 dan surat Al-Isra’ ayat 34 yang berbunyi:  
               ...     
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman sempurnakanlah akan janji-
janjimu”. (Q.S. Al-Maidah : 1) 
 
بِۡلۡ َربُىْاَمالََۡوََلتَقۡ  هُۡيَبۡ َسنَُحتاىۡ لاتِيِهيَأَحۡ ٱيَتِيِمإَِلا     ۥ لَُغأَُشدا
Artinya: “Dan penuhilah janji itu sesungguhnya janji itu pasti akan 
diminta pertanggung jawabannya”. (Al-Isra’ : 34) 
 
Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa membayar 
hutang hukumnya wajib, sebagaimana wajib menyempurnakan janji, karena 
utang itu merupakan sesuatu yang telah diperjanjikan untuk dibayar kembali 
pada waktu yang telah ditentukan. 
Dasar hukum pelunasan hutang piutang berdasarkan Hadist 
RasulullahSAW menyebutkan: 
 -ِإنَّ َخيْ رَُكْم  أَْو ِمْن َخْْيُِكْم »  -صلى اهلل عليو وسلم-َعْن َأِِب ُىَريْ َرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّو 
 )رواه ابن ما جة(«.َأَحاِسُنُكْم َقَضاًء 
 
1982 – 2453. Dari Abu Hurairah RA, Ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, 
"sesungguhnya sebaik-baiknya kamu diantara yang terbaik dari kalian adalah 
orang yang paling baik dalam melunasi utangnya”. (HR Ibnu Majah)
44
 
Shahih. Al irwa‟ (5/225), Hadist Al Buyu‟. Muttafaq‟alaih. 
Hadist ini mejelaskan bahwasanya disekumpulan orang baik terdapat 
lagi orang yang paling baik yaitu adalah orang-orang yang tahu akan 
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kewajibannya untuk menbayar utang sesuai waktu yang telah dijanjikannya. 
Seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, dalam kehidupan sehari-hari 
banyak masyarakat kita yang kehidupannya tidak lepas dari berhutang dan hal 
ini banyak menimbulkan masalah di antara mereka tentang bagaimana 
melunasi utang tepat pada waktu yang telah di tentukan, mereka hanya cepat 
untuk meminjam berpikir dua kali untuk mengembalikannya. 
َعَة ا ًنا َثالَثَ ْْيَ َعْن َعْبِد اهلِل ْبِن َأِب رَبِي ْ ، َأنَّ النَِّبَّ  اْستَلَف ِمنُو ِحْْيَ َغزَا ُحنَ ي ْ ْلَمْخُروِميُّ
ا َقِدَم َقَضاَىا إِيَّاُه، ُُثَّ قَاَل لَُو النَِّبُّ: بَاَرَك اهلُل َلَك ِِف أَْىِلَك َوَمالِ  َك، أَْربَِعْْيَ أَْلَفا، فَ َلمَّ
َلِف اْلَوفَاُء َوالَْ  َا َجَزُء السَّ  ْمُد.)رواه ابن ما جة(ِإَّنَّ
1983 – 2454. Dari Abdullah bin Abu Rabi‟ah Al Makhzu‟i, bahwa nabi SAW 
pernah meminjam darinya tiga puluh ribu atau empat puluh ribu ketika 
menghadapi perang Hunaian. Dan ketika beliau kembali dari pertempuran 
tersebut, beliau melunasi utangnya tersebut. Dan Nabi SAW bersabda 
kepadanya, ”Semoga Allah memberikan dalam keluarga dan harta bendamu. 
Sesunggunya ketetapan peminjam adalah melunasinya dan berterimah 
kasih”. (HR Ibnu Majah)
45
 
Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan, maka dapatlah 
diambil kesimpulan bahwa membayar hutang itu bagi orang yang telah 
mampu dan telah tiba waktunya, maka hukumnya wajib. Hal itu didapat dari 
keterangan hukum perdata terlebih lagi dalam pendangan ekonomi Islam, dan 
apalagi melunasi hutang piutang diawal atau sebelum jatuh tempo yang telah 
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di tentukan, karena kita diajurkan untuk menyegerakan membayar hutang. 
Islam juga memberikan keringanan terhadap seseorang yang belum mampu 
untuk melunasi utangnya, bahkan bisa merelakan atau menghapuskan hutang 
siberutang kalau memang itu yang terbaik untuk kedua belah pihak. 
Ajaran Islam menganjurkan manusia untuk menyegerakan membayar 
hutang, dimana utang piutang ini adalah suatu transaksi yang sangat dominan 
dikalangan masyarakat dan kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari 
masalah berhutang untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. 
Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam kehidupan. 
Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ma’idah (5):2 :
 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar 
syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-
bulan haram
[390]
, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-
ya
[391]
, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya
[393]
 dan 
apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah 
berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu 




Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya 




Demikian pula seketika manusia melakukan transaksi, baik itu 
memberikan piutang atau pun berhutang kemudian seketika manusia bisa 
melunasi hutang, Islam mengajurkan kita untuk sama-sama rela dan ridho 
akan transaksi yang kita lakukan tidak ada unsur-unsur yang merugikan salah 
satu pihak, baik itu dari segi materi maupun unsur keikhlasan hati diantara 
kita. Hal ini di tegaskan Allah SWT melalui Firman-Nya dalam Surat An-
Nisa’ ayat 29, yang berbunyi: 
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
 
Untuk mewujudkan bisnis Islam yang diberkahi oleh Allah SWT, 
dalam pelaksanaan transaksi mulai penandatangan sepersetujuaan ataupun 




1. Prinsip keimanan dan ketakwaan 
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Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT sangat dibutuhkan 
dalam proses semua kegiatan operasional perbankan, karena dengan 
keimanan dan ketakwaan tersebut karyawan akan terhidar dari perbuatan 
yang melenceng dari ketentuan Islam. Seperti penggelapan uang atau 
segala bentuk kejahatan perbankan, dalam semua kegiatan harus 
melakukan penanganan dengan cara yang baik, tanpa menzolimi nasabah. 
2. Prinsip keterpaduan (kaffah)  
Dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan 
menggerakan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, dan 
berahlak mulia. 
3. Prinsip keadilan (al-„adl) 
Keadilan merupakan prinsip dasar dan utama yang harus ditegakan 
dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Prinsip 
ini mengarahkan pada para pelaku keuangan syariah agar dalam 
melakukan aktivitas ekonominya tidak menimbulkan kerugian (mudharat) 
bagi orang lain. Islam melarang adanya transaksi yang mengandung unsur 
penipuan (tadlis, gharar) yang berakibatkan keuntungan disatu pihak dan 
kesewenang-wenangan serta penindasan (dhulm) dipihak lain.
48
 
4. Prinsip kekeluargaan  
Pihak perbankan menggunakan prinsip kekeluargaan dalam 
penanganan semua keluhan dalam semua kegiatan perbankan. Baik dalam 
pembiayaan yang mana penagihan dilakukan tanpa ada paksaan dan 
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kekerasan seperti praktek-praktek lembaga keuangan pada umum yang 
melakukan penagihan dengan paksaan dan kekerasan untuk melunasi 
hutang-hutangnya. Dalam hal ini, pihak perbankan melakukan pendekatan 
kepada nasabah dengan menanyakan apa keluhan dan masalah yang 
dialami, sehingga menyebabkan pembiayaannya bermasalah. Dengan 
pendekatan secara kekeluargaan ini, pihak perbankan bisa mengetahui 
apakah nasabah tersebut punya itikad baik atau tidak dalam menunaikan 
kewajiban dan haknya kepada PErbankan Firman Allah SWT QS. Al-
Baqarah/2:280: 
 
Artinya: ”dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka 
berilah tangguh sampai iya berkelapangan. Dan 
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik 
bagimu, jika kamu mengetahui”. 
Ayat diatas menjelaskan bahwa pihak pemberi hutang wajib 
memberikan kelonggaran kepada nasabah yang benar-benar mengalami 
kesulitan, maupun penghapusan utang apabila itu jalan yang terbaik untuk 
kedua belah pihak. 
5. Prinsip kebersamaan  
Kebersamaan dalam penanganan semua kegiatan pembiayaan 
maupun pelaksanan pelunasan pembiayaan sangatlah dibutuhkan, dengan 
kebersamaan ini Perbankan bisa bekerja sama dengan debitur dalam 




kebersamaan yang diterapkan oleh perbankan dalam bentuk musyawarah. 
Untuk menwujukan kebersamaan ini, perlu adanya hubungan baik antara 
pihak perbankan dengan nasabah/debitur dan tentu dengan ada 
keterbukaan antara kedua bela pihak tidak ada yang ditutupi diantaranya. 
Musyawarah dilakukan oleh pihak perbankan dengan nasabah guna 
mencari jalankeluar dari persoalan tersebut.
49
 
6. Istiqomah         
 Teguh pendirian (konsisten), kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti 
dan tanpa pernah putus asa, setelah mencapai suatu tahap, maju ketahap 
selanjutnya dan kepada Allah SWT berharap.
50
 
Dari uraian-uraian diatas, mulai dari akad dalam pembiayaan, 
keutungan diambil Koperasi dengan konsep margin menurun, berapa 
pokok dan margin yang disetujui dalam pembiayan kredit serta 
ditetapkannya berapa perbulan yang nasabah harus bayar sudah jelas 
tertuang didalam akad sebelumnya. Namun, pelaksanaan pelunasan kredit 
oleh nasabah belum sesuai dengan Ekonomi Islam karena ada salah satu 
pihak merasa di rugikan ketika pelunasan. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal 
mengenai kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah PT. BPR Payung 
Negeri Bestari Pekanbaru ditinjau menurut Ekonomi Syariah: 
1. Pelayanan yang diberikan PT. BPR Payung Negeri Bestari Pekanbaru 
yaitu dengan menerapkan beberapa hal, yaitu mengingatkan nasabah 
tanggal jatuh tempo pembayarannya, memberikan pengeritian secara 
persuasif kepada nasabah tentang kewajiban membayarkan angsurannya 
dan memberikan surat peringatan kepada nasabah yang terjadi 
penunggakan pembayaran, Berdasarkan pandangan dan tanggapan 
responden dapat disimppulkan bahwa pada umumnya responen cukup puas 
dengan kinerja bagian penagihan hutang di PT BPR PNB Pekanbaru. Hal 
ini didasarkan pada jumlah responden yang pda umumnya melihat hal 
yang positif dari beberapa indicator yang ditanyakan di antaranya bantuan 
yang diberikan karyawan bagian penagihan dalam memberitahukan jadwal 
jatuh tempo, ketepatan waktu, keyakinan akan kejujuran karyawan, serta 
loyalitas dalam menjadi nasabah PT BOR PNB. 
2. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap penerapan sistem pelayanan PT. BPR 
Payung Negeri Bestari PEkanbaru menunjukkan bahwa pelayanan yang 
diberikan PT. BPR Payung Negeri Bestari dalam prakteknya diwujudkan 




pembayran terhadap produk pembiayaan yang diambilnya. Hal ini 
merupakan bagian dari bentuk mewujudkan keadilan dalam pembiayaan 
yang sangat dianjurkan dalam bermuamalah.  Selain prinsip keadilan PT. 
BPR PNB menggunakan prinsip kekeluargaan dalam penanganan semua 
keluhan dalam semua kegiatan perbankan. Baik dalam pembiayaan yang 
mana penagihan dilakukan tanpa ada paksaan dan kekerasan seperti 
praktek-praktek lembaga keuangan pada umum yang melakukan 
penagihan dengan paksaan dan kekerasan untuk melunasi utang-utangnya. 
Dalam hal ini, pihak PNB melakukan pendekatan kepada nasabah dengan 
menanyakan apa keluhan dan masalah yang dialami, sehingga 
menyebabkan pembiayaannya bermasalah. Prinsip ini juga dianjurkan 
dalam ajaran Islam untuk memberikan kelonggaran kepada orang yang 
berhutang sampai ia dapat menyelesaikan hutangnya.  
 
B. Saran 
1. Sebaiknya PT. BPR Payung Negeri Bestari memberikan pelayanan kepada 
nasabah lebih baik lagi, sehingga memberikan rasa kepuasan atas 
pelayanan yang diberikan oleh karyawan yang berimplikasi pada loyalitas 
nasabah.  
2. Karyawan dan nasabah PT BPR Payung NEgeri Bestari Pekanbaru 
hendaknya selalu menyadari bahwa hutang piutang merupakan bagian 
yang mubah dalam ajaran Islam. Untuk itu dalam implementasinya harus 
mengedapankan nilai kejujuran dan tangggungjawab tidak hanya untuk 
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